






Penelitian ini berkaitan dengan Formulasi Kebijakan Air Bersih dan Sanitasi 
Layak melalui Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) RPJMD yang 
perumusannya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan 
amanat undang-undang sebagai konsekuensi dari banyaknya persoalan lingkungan 
agar terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek 
lingkungan. 
Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 UU No 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungkan Hidup (PPLH) yang 
menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar 
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 
dan atau program. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS 
dalam penyusunan atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 
serta Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan 
dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. 
Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup 




sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa Prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Serta 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan 
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
Berikut ini akan dijelaskan penulis terkait beberapa teori dan konsep yang akan 
dijadikan sebagai acuan dasar dalam menganalisis hasil pembahasan. Teori dan 
Konsep tersebut akan dipaparkan dalam bab ini, adapun teori yang digunakan 
dalam menganalisa skripsi yang berjudul Formulasi Kebijakan Air Bersih dan 
Sanitasi Layak melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Teori Perumusan 
Kebijakan. 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan studi terdahulu dengan 
mendeskripsikan fokus dan hasil penelitian yang sejenis, sehingga hasil penelitian 
tersebut dapat digunakan sebagai acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. 
Selain itu pengumpulan  konsep formulasi kebijakan yang ada  dinilai penting untuk 
dijadikan rujukan dalam meneliti. 
Pertama, jurnal berjudul “ Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah “ 
yang mana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa untuk mengurangi 
kesenjangan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat terutama pada wilayah 




pemekaran wilayan merupakan salah satu hal yang mulia untuk mencapai tujuan 
tersebut. Keterlibatan para aktor dalam proses perumusan kebijakan baik aktor 
internal maupun eksternal mempunyai konsern tersendiri terhadap kebijakan. 
Selain itu dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Islamy yang mana 
terdapat empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik yaitu 
Perumusan Masalah, Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan serta 
Tahapan Penetapan Kebijakan1 
Kedua, jurnal berjudul “ Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir Tentang Bisa Baca dan Tulis Al-qur’an Bagi Murid Sekolah Yang 
Beragama Islam “ menjelaskan bahwa selama ini kegiatan baca tulis al-qur’an 
hanya dipandang sebagai kewajiban personal untuk memenuhi tuntutan agama dan 
bukan domain pemerintah untuk mengaturnya. Peningkatan kehidupan beragama 
dikalangan generasi muda serta untuk meminimalisir penyimpangan yang ada maka 
keberadaan peraturan tersebut dianggap penting ketika melihat aspirasi masyarakat 
dalam sisi budaya, sosio-religi yang mana mayoritas masyarakat disana didominasi 
pemeluk agama Islam. Dalam Jurnal ini proses tahapan yang dilakukan guna 
mencapai tujuannya melalui tujuh tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn 
(1994) dalam Mustopadidjaja (2012) yaitu Pengakajian Persoalan, Penentuan 
Tujuan, Perumusan Alternatif, Penyusunan Model, Penentuan Kriteria, Penilaian 
Alternatif dan terakhir yaitu Perumusan Rekomendasi. Selain itu Model Perumusan 
Kebijakan yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Model Kelembagaan 2. 
                                                          
1 Didi Febriandi (2016) Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah ( Studi di Pulau Sebatik 
Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara )  
2 Andika Heru dan Amin (2016) Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Bisa dan Baca 





Ketiga, jurnal berjudul “ Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang 
Pembentukan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass 
Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi DKI Jakarta “ menjelaskan bahwa 
pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah 
memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan 
kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan Perumusan 
Kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat 
penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai. Dalam jurnal ini 
menunjukan bahwa ada empat tahapan Formulasi Kebijakan yang dikemukakan 
oleh Islamy untuk menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta 
yaitu Perumusan Masalah, Penyusunan Agenda, Pemilihan Alternatif Kebijakan 
untuk memecahkan masalah dan Tahap Penetapan Kebijakan 3 
2.2 Formulasi Kebijakan 
Formulasi kebijakan merupakan langkah awal yang penting untuk 
memberikan informasi pada para pembuat kebijakan dan decision makers mengenai 
rencana yang akan dibuat nantinya dalam mengatasi suatu fenomena atau 
permasalahan publik. Seperti yang dikatakan Sidney 4 bahwa perumusan kebijakan 
merupakan bagian dari tahapan awal untuk membuat keputusan kebijakan. Artinya 
dalam merumuskan kebijakan nantinya  ada suatu hal yang harus direncankan  
dengan memiliki sebuah tujuan dan prioritas yang akan dituju dalam membuat 
keputusan kebijakan. Perumusan kebijakan sendiri merupakan sebuah turunan 
                                                          
3 Antik Bintari (2016) Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Profinsi DKI Jakarta. 
Vol.2 No 2., Oktober 2016 




permasalahan yang terjadi dengan upaya untuk menyelesaikan suatu permaslahan 
publik. 
Perumusan kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam membentuk 
adanya kebijakan publik yang mana dalam merumuskan suatu kebijakan nantinya 
hal pertama yang harus dilakukan yakni dengan memahami aktor-aktor yang akan 
terlibat dalam proses pembentukan kebijakan tadi. Seperti yang juga diungkapkan 
oleh Charles Lindblom bahwa dalam merumuskan kebijakan hal pertama yang 
dilakukan adalah memahami sifat-sifat pemeran serta (partisipants), bagian atau 
peran apa yang akan mereka lakukan nantinya, wewenang atau bentuk kekuasaan 
yang mereka miliki dan bagaimana nantinya satu sama lain berhubungan serta 
saling mengawasi 5. Hal ini berarti dalam sebuah proses perumusan kebijakan hal 
pertama dalam menentukan aktor-aktor yang akan terlibat nantinya yakni dengan 
memahami peran dan fungsi masing-masing kedudukan dengan saling 
berkontribusi satu sama lain. 
Para pembuat kebijakan tidak selalu menghasilkan sebuah peraturan, 
perintah maupun aturan administrasi saja melainkan para analis dan pembuat 
kebijakan ketika muncul permasalahan publik mereka juga membiarkannya untuk 
selesai secara sendiri. Artinya disini bahwa perumusan kebijakan harus dipahami 
sebagai suatu proses yang mana untuk memandangnya harus dipandang sebagai 
penentuan masa depan bagi kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik.  
 
 
                                                          
5 Budi Winarno. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS (Center 




2.2.1 Tahap-Tahap Dalam Perumusan Kebijakan 
 
Suatu kebijakan yang menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif 
kebijakan yang dipilih merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat 
atau lembaga resmi. Tahapannya bukan merupakan pemilihan dari berbagai 
alternatif kebijakan melainkan tentang apa yang boleh dipilih berdasarkan alternatif 
kebijakannya. Pada saat proses pembuat keputusan beberapa usul akan dipersempit 
bahkan sampai ditolak. Berikut tahapan dalam perumusan kebijakan seperti 
digambarkan oleh Rendal R. Ripley (1985) 6 yaitu dalam tahapan pertama 
Penyusunan Agenda Kebijakan dimana dalam tahapan ini terdapat beberapa Item  
yang meliputi Presepsi masalah publik dan Pendefinisian masalah. Mengenai 
Presepsi masalah publik Ripley menjelaskan bahwa dalam tubuh masyarakat 
menunjukan bagaimana isu masalah yang ada itu muncul dan menganggap bahwa 
isu masalah yang ada tadi dianggap penting dilihat dari kondisi persoalan yang ada. 
Mengenai Pendefinisian masalah merupakan hasil tindak lanjut dari 
presepsi masalah publik yang telah ditemukan sesuai dengan kondisi yang ada 
untuk dijadikan bahan analisa dalam menentukan penyebab persoalan yang terjadi.  
Pada tahapan masalah dalam fase ini sudah dapat diidentifikasi. Indiktor yang 
terakhir dalam Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan sekaligus masuk dalam 
tahapan kedua adalah Agenda Pemerintah yaitu Mobolisasi dukungan dari berbagai 
pihak untuk maemasukan isu atau masalah publik menjadi Agenda Pemerintah 
sebagai upaya untuk  mengkoordinasi hasil tindak lanjut persoalan yang ada.  
                                                          
6 Novita, Noverman. 2017. Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan 






Tahapan ketiga mengenai Formulasi dan Legitimasi menjelaskan bahwa 
ketika masalah publik sudah masuk kedalam agenda pemerintah maka harus 
melewati beberapa mekanisme untuk mendapatkan solusi terbaik. Adapun 
mekanisme pada fase ini yaitu Pembangunan alternatif-alternatif dan Advokasi. 
Mengenai Pembangunan alternatif-alternatif menjelaskan bahwa hasil dari 
tindak lanjut pengumpulan informasi dan analisis akan dirancang melalui altenatif-
alternatif kebijakan dengan tujuan memberikan skrenario terkait persoalan yang ada 
sehingga akan mendapatkan solusi dari masalah publik yang ada. Selanjutnya 
mengenai Advokasi menjelaskan bahwa setelah masing-masing kelompok/aktor 
mengembangkan berbagai alternatif-alternatif kebijakan maka masing-masing 
aktor mulai berkoalisi satu sama lain dengan harapan lebih mudah untuk mencapai 
tujuannya. Mekanisme yang terakhir sekaligus masuk dalam tahapan yang keempat 
yaitu kebijakan menjelaskan bahwa masing-masing pihak mulai memberikan 
Rekomendasi dari hasil hasil pengembangan alternatif-alternatif kebijakan yang 
mana hasil ini nantinya akan dimasukkan dalam RPJMD Kota Probolinggo.  
2.2.2 Model-Model Perumusan Kebijakan Publik 
 
Perumusan kebijakan publik menyajikan berbagai penjelasan alternatif 
bagaimana kebijakan publik dirumuskan. Kegiatan utama dari perumusan 
kebijakan adalah memilih alternatif-alternatif guna menangani masalah kebijakan 
yang sebenarnya merupakan model-model pembuat keputusan. Menurut Nugroho 
ada tiga belas macam model perumusan kebijakan 7: 
 
                                                          





a. Model Kelembagaan  
Formulasi kebijakan model kelembagaan yang secara secara sederhana 
memiliki makna bahwa tugas tugas dalam membuat kebijakan publik merupakan 
tugas dari pemerintah itu sendiri. Model ini di dasarkan pada fungsi-fungsi 
kelembagaan dan pemerintah di setiap sektor dan tingkatan dalam formulasi 
kebijakan. Ada tiga hal yang mampu membenarkan pendekatan ini diantaranya 
menganggap bahwa pemerintah memang sah memiliki tugas dan kewajiban untuk 
membuat kebijakan publik yang fungsinya bersifat universal serta secara 
kenyataannya memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam 
kehidupan bersama. Model ini tentunya lebih menekankan struktur dari pada proses 
atau perilakunya. Kelemahannya adalah terabaikannya sumber permasalahan di 
lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan. Secara menyeluruh model ini 
digunakan dalam Formulasi kebijakan Air Bersih dan Sanitasi Layak melalui 
KLHS RPJMD karena hal ini terlihat dari pelaksanaannya yang mana dalam 
merumuskan kebijakan persoalan yang ada di atas mereka mengatasnamakan 
lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. 
b. Model Proses 
Model ini menggambarkan bahwa perumusan kebijakan adalah sebuah proses 
mulai dari identifikasi masalah, menata agenda formulasi kebijakan, perumusan 
proposal kebijakan, legitimasi, implementasi serta evaluasi kebijakan. Model ini 
menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat. Kekurangannya sendiri dari 






c. Model Teori Kelompok 
Model ini mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilib-
rium). Intinya bahwa interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan 
keseimbangan yang mana hal tersebut adalah yang terbaik. Individual dan 
kelompok kepentingan berinteraksi secara fomal maupun informal, langsung 
atupun melalui media massa guna menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah 
untuk mengeluarkan kebijakan publik yang dibutuhkan. 
d. Model Teori Elite  
Model ini berkembang dari teori politik elit-massa yang melandaskan diri 
pada asumsi bahwa dalam tubuh masyarakat ada dua kelompok pemegang 
kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini 
mengembangkan diri pada kenyataan sedemokratis apapun selalu ada dampak 
didalam formulasi kebijakan. 
e. Model Teori Rasionalisme 
Model ini mengendepankan gagasan kebijakan publik sebagai maximum 
sosial gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih 
kebijakan yang bermanfaat lebih terhadap masyarakat. Perbandingannya antara 
pengorbanan dan hasil yang dicapai. 
f. Model Inkrementalis 
Model ini memandang bahwa kebijakan publik sebagai variasi ataupun 
kelanjutan dari kebijakan masa lalu. Pendekatan ini diambil ketika berhadapan 
dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi serta kecukupan danauntuk 




melanjutkan kebijakan dimasa lalu dengan inovasi seperlunya. Pilihan ini biasanya 
dilakukan oleh pemerintah yang berada di lingkungan masyarakat yang pluralistic. 
g. Model Pengamatan Terpadu (mixed-scanning) 
Model ini merupakan hasil dari penggabungan antara model rasional dan 
model inkrementalis. Model ini sebagai pendekatan prose-proses formulasi 
kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk dasar menetapkan 
proses yang menyiapkan keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan 
tersebut tercapai. Pada dasarnya model ini merupakan model yang 
menyederhanakan masalah, mengkompromikan model rasional dan inkrementalis. 
h. Model Demokratis  
Model yang mengkolaborasikan pengambilan keputusan harus sebanyak 
mungkin yang asal suaranya dari stakeholders. Model ini berkembang dinegara 
yang baru saja mengalami transisi ke demokrasi seperti halnya Indonesia. Model 
ini biasanya dikaitkan dengan implementasi good governance bagi pemerintah yang 
mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan konstituen dan pemanfaat 
demokrasi diakomodasi keberadaannya. 
i. Model Strategis 
Model ini menggambarkan bahwa proses perumsan strategi sendiri disusun 
dalam langkah-langkah memprakarsai dan menyampaikan proses perencanaan 
strategis yang meliputi kegiatan, memahami manfaat proses perencanaan strategis, 
mengembangkan kesepakatan awal, merumuskan paduan proses, memperjelas visi 
dan misi organisasi, menilai kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman, 
mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi serta merumuskan strategis 




j. Model Teori Permainan 
Gagasan dalam model ini pertama ialah formulasi kebijakan berada dalam 
situasi kebijakan kompetitif yang intensif. Kedua para aktor berada dalam situasi 
pilihan yang sama-sama bebas. Keberhasilan kebijakan tidak lagi hanya ditentukan 
aktor pembuat kebijakan namun juga aktor lain. Intinya yang terpenting dari model 
teori ini menunjukan bahwa setiap negara, pemerintah dan masyarakat tidak dalam 
keadaan vakum ketika mengambil keputusan karena sejatinya teori ini memberi 
kontribusi paling optimal. 
k. Model Sistem 
Dalam pendekatan ini ada 3 komponen yang mempengaruhinya yaitu input, 
proses dan output. Kelemahan dari pendekatan ini terfokusnya perhatian yang 
dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan-tindakan yang dilakukan sehingga 
akan kehilangan perhatian apa yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah itu 
sendiri. Intinya adalah formulasi kebijakan publik yang mengandalkan sistem 
merupakan hasil dari sistem itu sendiri. 
l. Model delibertif 
Proses kebijakan publik model “musyawarah’ jauh berbeda dengan model 
teknokratik karena peran analis kebijakan hanya sebagai fasilitator dengan tujuan 
agar masyarakat menemukan keputusan sendiri. Peran pemerintah disini hanya 
sebagai legislator dari pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Sementara peran dari 
analis kebijakan hanya sebatas sebagai proses dialog publik agar menghasilkan 






m. Model Garbage Can 
Proses kebijakan pada model ini merupakan suatu tindakan yang 
menjadikan model perumusan kebijakan yang ada menjadi tidak relevan lagi 
terkhusus model rasional komprehensif dan inkremental. Para pembuat kebijakan 
biasanya membuat kebijakan terlebih dahulu kemudian mencari permasalahan yang 
cocok dengan kebijakan yang nantinya akan dibuat. Problematika yang terjadi 
nantinya para pembuat kebijakan justru mencari-cari permasalahan sebagai 
pembenaran atas keputusan yang dibuatnya. 
2.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
 
Pembangunan pada kenyataanya yang kita ketahui secara bersama tentunya 
memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan kita. Proses perubahan 
yang berlangsung secara terus menerus mengharuskan kita untuk saling berjalan 
beriringan dengan proses pembangunan yang direncanakan. Dari proses 
pembangunan tadi tentunya akan berpengaruh terhadap lingkungan itu sendiri. 
Hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan pastinya memiliki arti ketergantungan 
antara manusia terhadap lingkungannya membuat kita semakin sadar akan 
pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup yang seimbang agar generasi yang akan 
datang tetap menikmati hasil alam yang tersedia. 
 Untuk menjaga keberlangsungan lingkungan agar tetap terjaga dari 
dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri maka pemerintah pada 
tahun 2009 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai revisi dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut 




oleh pemerintah (pusat)  dan pemerintah daerah untuk memastikan terintegrasinya 
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana dan/atau program. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi terhadap Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Kebijakan, Rencana, dan/atau 
Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan 
hidup 8. 
2.3.1 Tujuan Dilaksanakannya KLHS 
 
Adapun tujuan dilaksanakannya KLHS menurut (UNEP,2002) dalam 
Chazienul, Rispa9 adalah memberikan kontribusi pada proses pengambilan 
keputusan, kebijakan, rencana, dan/atau program sehingga mengarah pada 
terwujudnya pembangunan berkelanjutan, melalui langkah-langkah fasilitasi proses 
pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan, rencana dan/atau program agar 
dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dalam 
mengidentifikasi dampak lingkungan yang diperkirakan timbul akibat pelaksanaan 
pembangunan serta mempertimbangkan alternatif-alternatif kebijakan, rencana 
dan/atau program dalam pelaksanaan pembangunan termasuk alternatif 
pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka  
mengantisipasi dan pencegahan terjadinya dampak lingkungan, terutama yang 
                                                          
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Pasal 15 ayat 1 dan 2 
9 Chazienul, Rispa. 2017. Eniveromental Governance Isu, Kebijakan, Dan Tata Kelola Lingkungan 




bersifat tidak langsung dan kumulatif, baik tingkat lokal, nasional, maupun global 
serta nantinya terdapat implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 
Keberadaan KLHS sendiri juga dalam rangka memperkuat dan 
memfasilitasi studi AMDAL melalui identifikasi dampak lingkungan akibat proyek 
pada saat yang sangat awal, yakni pada proses perencanaan proyek termasuk 
identifikasi kebutuhan informasi yang mana identifikasi isu dan pandangan strategis 
terkait dengan justifikasi penetapan proyek melalui tindakan perlindungan dan 
minimalisasi potensi dampak negatif penting akibat usulan kebijakan, rencana 
dan/atau program pembangunan. 
KLHS sendiri muncul dalam rangka mendorong pendekatan baru dalam 
proses pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program melalui 
integrasi pertimbangan kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan tadi. Selain itu 
diskusi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk konsultasi 
publik yang terkait dengan materi keputusan melalui proses dan mekanisme 
pengambilan  keputusan kebijakan, rencana dan/atau program secara transparan dan 
akuntabel. 
2.3.2 Nilai Penting Dalam Penerapan KLHS 
 
Ada beberapa nilai penting yang harus di perhatikan dalam KLHS di 
Indonesia diantaranya 10 yaitu mengenai Keterkaitan (interdependency) yang 
menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan KLHS harus mempertimbangkan 
antara keterkaitan komponen yang satu dengan yang lainnya, unsur yang satu 
dengan yang lainnya, variabel biofisik dengan variabel variabel biologi, atau juga 
                                                          




keterkaitan antara lokal dan global, antar sektor, antar daerah dan lain-lain. Dengan 
adanya hal-hal tersebut maka keberadaan KLHS dapat diselenggarakan secara 
komprehensif atau holistik. 
 Selain itu nilai penting dalam penerapan KLHS yaitu mengenai 
Keseimbangan (equilibrium) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandug dalam 
keseimbangan seperti halnya keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi 
dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka 
panjang, kepentingan pembangunan pusat dan daerah dan lain-lain. Kesimpulannya 
yaitu nantinya forum untuk proses dan metode yang digunakan dalam KLHS dapat 
mengidentifikasi dan memetakan kepentingan para pihak sehingga nilai-nilai yang 
terkandung dapat di aktualisasikan. Terakhir mengenai Keadilan (justice) yang 
menjelaskan bahwa melalui adanya KLHS yang nantinya akan menghasilkan 
kebijakan, rencana serta program tidak mengakibatkan munculnya marjinalisasi 
sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya akses dan kontrol 
terhadap sumber-sumber alam atau modal maupun pengetahuan. 
2.3.3 Prinsip yang harus dipegang dalam menyusun KLHS 
 
Dalam menyusun KLHS terdapat empat filosofi yang harus dipegang 
sebagai prinsipnya, yaitu 11 Self Assessment yang berarti ada intropeksi dalam 
KLHS untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan Planning Process 
Improvement yang berarti ada perbaikan proses perencanaan yang telah ada di 
dalam KLHS itu sendiri dan setidaknya ada 6 kajian dan perlibatan masyarakat 
serta pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana yang diamanatkan 
dalam pasal 18 ayat 1 UU PPLH. Selain itu keberadaan Capacity Building yang 
                                                          




berarti dalam KLHS diharapkan ada peningkatan kapasitas dalam proses 
penyusunan kebijakan, rencana, program dengan tujuan hadirnya Influencing 
Decision yang berarti bahwa nantinya rekomendasi KLHS dapat mempengaruhi 
keputusan yang diambil untuk menjadi lebih baik. 
2.3.4 Pentingnya Penyusunan KLHS Secara Teoritik 
 
KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan 
hidup untuk menjamin terintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam 
pengambilan keputusan bersifat strategis. Jadi KLHS memiliki fungsi sebagi 
instrumen untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Fischer (2007:2) 
12 dalam Chazienul, Rispa mengatakan bahwa KLHS memiliki makna bahwa 
proses pendukung keputusan yang sistematis dan bertujuan untuk memastikan 
bahwa aspek kelestarian lingkungan dan yang lainnya dipertimbangkan dalam 
pembuatan kebijakan, rencana dan program. Selain itu KLHS merupakan instrumen 
berbasis bukti yang bertujuan untuk menambah kekuatan ilmiah untuk pembuatan 
tadi dengan penerapan berbagai metode penilaian dan teknik. KLHS juga 
memberikan kerangka keputusan yang terstruktur dengan tujuan lebih efektif dan 
efisien, pembangunan berkelanjutan serta tata kelola dengan membentuk fokus 
substantif. Intinya adalah KLHS berfungsi untuk menelaah efek atau dampak 
terhadap lingkungan itu sendiri sekaligus demi mendorong pemenuhan tujuan 
pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya dari suatu kebijakan, 
rencana atau program pembangunan. 
 
                                                          
12 Chazienul, Rispa. 2017. Eniveromental Governance Isu, Kebijakan, Dan Tata Kelola Lingkungan 
Hidup. Malang : UB Press. Hal 50 
